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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunianya-

Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Busungbiu Tahun 2020 dapat 

tersusun sesuai dengan rencana. Penyusunan LKjIP sebagai pelaksanaan atas Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014, merupakan bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi serta kewenangan kami dalam tahun 2020. 

Dengan tersusunnya LKjIP Kecamatan Busungbiu Tahun 2020 ini, diharapkan akan 

dapat menjadi bahan evaluasi terhadap tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Pemerintah 

Kecamatan Busungbiu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta sekaligus sebagai 

bahan masukan dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKjIP yang kami susun ini masih banyak 

kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kami 

membuka diri untuk senantiasa menerima masukan, saran maupun kritik dari berbagai pihak untuk 

kesempurnaan penyusunannya. 

Sebagai akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu kami dalam menyelesaikan penyusunan LKjIP ini. 

 

 

 

 

 

      Busungbiu, 18 Januari 2021 

  CAMAT BUSUNGBIU 

 

 

             I Gede Putra Aryana,S.Sos.MAP 

         Pembina Tk I (IV/b) 

          NIP. 197003151993031010 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka 

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan 

masyarakat desa/ kelurahan. Oleh karena itu Pemerintah Kecamatan sangat berperan untuk 

membantu Pemerintah Kabupaten di dalam pengendalian pembangunan, pemerintahan dan 

kemasyarakatan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Camat 

mempunyai tugas yang meliputi: 

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; 

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat 

Daerah di Kecamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan; 

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang 

tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang ada di Kecamatan;  

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

membuka ruang untuk berinovasi. Inovasi tersebut dapat berbentuk bagaimana penyelenggaraan 

pemerintahan yang efektif dan efisien, bagaimana memberikan pelayanan publik yang baik, 

maupun inovasi tentang bagaimana cara memberdayakan masyarakat dengan tepat dan berhasil 

guna.  

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan Perda 

Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 

Untuk itu Instansi Pemerintah Kecamatan harus mampu menyeimbangkan langkah-

langkah ke depan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal 

tersebut perlu disusun Renstra yang dijabarkan antara lain dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, 

Sasaran serta Kegiatan setiap tahun sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat 

maupun pihak Pemerintah Atasan. 
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 Adapun Visi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022  adalah sebagai berikut: 

“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing 

Berlandaskan Tri Hita Karana” dengan salah satu Misinya “Meningkatkan Kualitas Sumber 

Daya Manusia yang Professional, Budaya dan Berintegritas”. 

 Berdasarkan atas Misi di atas maka ditentukan tujuan Renstra Kecamatan Busungbiu 

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, yaitu dengan 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai 

yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan umum. 

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. 

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

4. Meningkatnya kesejahteraan sosial. 

5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah 

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut maka perlu dibuat program-program yang 

selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun program yang direncanakan 

untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang dituangkan dalam kegiatan:  

a. Penyediaan jasa surat menyurat; 

b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; 

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; 

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional; 

e. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 

f. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 

h. Penyediaan alat tulis kantor; 

i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 

j. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor; 

k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 

l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 

m. Penyediaan makanan dan minuman; 

n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang dituangkan dalam kegiatan : 

a. Penyelenggaraan dan pengadaan sarana dan prasarana upacara 

b. Penyelenggaraan Upacara/ hari besar nasional 

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 

e. Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah 

f. Pemeliharaan Fasilitas Umum. 

3. Program Peningkatan  Disiplin Aparatur. 
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a.   Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 

b.   Pembinaan rohani dan budaya aparatur. 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

a.  Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasai kinerja SKPD 

5. Program Perencanaan Anggaran SKPD 

a.  Penyusunan anggaran SKPD 

6. Program Informasi Pembangunan Daerah, yang dituangkan dalam kegiatan : 

a.  Penyelenggaraan pameran / pawai pembangunan. 

7. Program Koordinasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan, yang dituangkan dalam 

kegiatan : 

a. Pembinaan tugas-tugas kepala desa/perbekel 

b. Pembinaan penyusunan peraturan desa 

c. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan 

d. Pembinaan inventarisasi kekayaan pemerintah desa 

e. Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, ideologi dan kesatuan bangsa 

8. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan, yang 

dituangkan dalam kegiatan: 

a. Pembinaan lomba desa/ kelurahan terpadu 

b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan 

c. Pendataan dan evaluasi swadaya murni masyarakat dan proyek masuk desa/kelurahan 

d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan kelurahan 

e. Pembinaan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) desa 

9. Penyusunan profil kecamatanProgram Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas 

Trantib, yang dituangkan dalam kegiatan : 

a. Pengamanan dan pengawasan perda; 

b. Pembinaan linmas hansip desa/ kelurahan; 

c. Pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah dan penanggulangan bencana; 

10. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, yang dituangkan 

dalam kegiatan : 

a. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian adat dan budaya wilayah kecamatan 

b. Pembinaan pemuda dan olahraga dan lembaga sosial kemasyarakatan wilayah kecamatan 

c. Pembinaan pelaksanaan lomba kesejahteraan sosial wilayah kecamatan 

d. Pembinaan aparat desa/ kelurahan tentang penyandang masalah kesejahteraan 

sosialpelaksanaan lomba kesejahteraan sosial; 

 

11. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum, yang dituangkan dalam 

kegiatan : 

a. Pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup; 
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b. Pembinaan pelayanan masyarakat dan perijinan; 

c. Pembinaan dan pendataan obyek pendapatan daerah; 

 

 

     Busungbiu, 18 Januari 2021 

  CAMAT BUSUNGBIU 

 

            I Gede Putra Aryana,S.Sos.MAP 

       Pembina Tk I (IV/b) 

          NIP. 197005151990031010 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan 

dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap Perangkat Daerah yang 

ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng menyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel. LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai 

sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. 

Dengan langkah ini dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-

praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan 

semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelengaraan 

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya, berhasil guna, bersih dan 

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara 

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas  dan fungsinya, serta kewenangan  

pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh 

masing-masing instansi. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada pedoman yang diatur dalam 

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Busungbiu diwajibkan menyusun 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Busungbiu 

Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang 

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama 

dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

 

B. Tugas dan Fungsi 

1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai tindak lanjut 

dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi 

adalah sebagai berikut : 
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2.1. Tugas Pokok : 

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.  

2.2. Fungsi : 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, pemerintah kecamatan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum; 

b) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

d) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; 

e) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 

f) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh 

Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 

g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa; 

h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang 

tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di 

Kecamatan; 

i) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian 

urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten; 

j) melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-

undangan. 

 

C. Isu Strategis 

 Isu strategis Pemerintah Kecamatan dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi 

koordinasi penyelenggaran pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat 

desa serta mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh 

Perangkat Daerah di tingkat kecamatan yang selama ini berjalan dengan sistem koordinasi 

sehat, terpadu dan terarah. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi mengacu pada efisiensi 

dan  efektivitas serta mengacu pada penetapan faktor-faktor keberhasilan. Faktor-faktor kunci 

keberhasilan tersebut nantinya akan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi 

secara efektif dan efisien.  

 Uraian tentang kunci keberhasilan ini dapat dimulai dengan melakukan identifikasi 

indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, 

tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk juga sumberdaya, dana, sarana 

dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan instansi 

pemerintahan dalam kegiatan-kegiatannya. 
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 Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Goverment) diperlukan 

upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan 

penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang 

baik. Penataan kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur 

pemerintahan kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajamen publik menata pada sistem 

penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan 

perkembangan jaman. 

  Pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme 

birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, 

melalui penataan sistema dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, dan 

mengubah kultur organisasi. 

   

D. Struktur Organisasi 

 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 menetapkan tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng, antara lain 

mencakup pula Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan yang terdiri dari:  

1. Camat :  1 orang dengan eselon III.a   

2. Sekretaris Kecamatan  :  1 orang dengan eselon III.b  

3. Kepala Seksi :  5 orang dengan eselon IV.a   

4. Kepala Sub Bagian :  2 orang dengan eselon IV.b   

5. Jabatan Fungsional :  - 

 

 Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan, Pemerintah Kecamatan Busungbiu didukung oleh 60 orang pegawai 

dengan rincian sebagai berikut:  

PNS Golongan IV : 2 orang 

PNS Golongan III : 13 orang  

PNS Golongan II :    9 orang 

Tenaga Kontrak : 33 orang 

Tenaga Honor Daerah : 1 orang 

 

 Adapun tingkat pendidikan yang dimiliki oleh PNS yang mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi Kecamatan Busungbiu adalah sebagai berikut: 

Pendidikan S2  :    1 orang 

Pendidikan S1  :    9 orang  

Pendidikan D3  :    1 orang 

Pendidikan SMA/SMK :    11 orang 

 

 



11 

 

 Untuk lebih jelasnya mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dapat 

dilihat dalam bagan berikut: 

 

                              STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

                                             PEMERINTAH KECAMATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSI 
SOSIAL DAN 

BUDAYA 

 

CAMAT 
 

SEKRETARIAT 

SEKSI 
KETENTRAMAN, 

KETERTIBAN DAN 
SATUAN POLISI 

PAMONG PRAJA 

SEKSI 
PELAYANAN 

ADMINISTRASI 
TERPADU 

SEKSI 
PEMBANGUNAN 

SEKSI 
PEMERINTAHAN 

 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 

 

SUB BAGIAN  
UMUM DAN 

KKEUANGAN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

A. Rencana Strategik Organisasi  

 Perencanaan yang disusun mengacu kepada Tugas Pokok dan fungsi pada Pemerintah 

Kecamatan. Di dalam Rencana Strategik tercakup uraian mengenai visi, misi, tujuan dan 

sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. 

 Di samping itu perencanaan strategik juga diperlukan untuk menjamin komitmen 

terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif, 

memperluas landasan penentuan program dan kegiatan yang berkelanjutan, serta sebagai 

pedoman kerja bagi semua anggota Unit Kerja untuk mengantisipasi perkembangan masa 

depan di bidang perencanaan pembangunan daerah. 

 Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan suatu Perencanaan Strategik yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun 

secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. 

 Dalam proses ini akan menghasilkan suatu Rencana Strategik Instansi yang memuat 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Kebijakan, program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan 

dalam pelaksanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 

  

B. Visi dan Misi 

 Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan, maka 

diperlukan visi dan misi yakni sebagai berikut: 

1. Visi 

 Bahwa setiap organisasi Pemerintahan di dalam rangka pencapaian tujuan yang di 

tetapkan perlu memiliki Visi agar mampu eksis, antisifatif dan unggul dalam persaingan 

yang semakin ketat di dalam perkembangan global. 

 Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan 

cita dan citra yang ingin di wujudkan agar organisasi / instansi tetap eksis. Mengingat tugas 

– tugas Pemerintah Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas 

pokok dan fungsi yang sangat kompleks, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

di tetapkan Kecamatan Busungbiu mengadopsi Visi yang ditetapkan dalam RPJMD 

Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang 

Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana’’. 
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2. Misi 

Sebagai penjabaran terhadap visi Pemerintah Kecamatan Busungbiu dalam mewujudkan 

masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing yang berlandaskan Tri Hita 

Karana maka sangat dibutuhkan kajian potensi, permasalahan serta koordinasi dengan unit 

pelaksana teknis dinas dan kegiatan lintas sektoral desa/kelurahan yang ada diwilayah 

Kecamatan Busungbiu, sehingga terwujud pelaksanaan pemerintahan yang bersih, 

berwibawa dan berkualitas. 

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan, maka Misi yang 

dilaksanakan adalah “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang 

Professional, Budaya dan Berintegritas”. 

 

C. Tujuan dan Sasaran 

 Dengan di tetapkannya misi tersebut maka di dalam upaya mencapainya ditentukan 

tujuan yang akan mengarah pada perumusan sasaran  dan kebijakan dalam jangka waktu 1 – 5 

tahun. 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam 

rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara 

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. 

 Upaya untuk meningkatkan akutabilitas, Pemerintah Kecamatan Busungbiu telah 

menetapkan indikator kerja dengan memperhatikan tugas dan fungsi, pelimpahan kewenangan, 

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. 

Hal tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Kecamatan Busungbiu Tahun 2020. 

 Adapun tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Kecamatan Busungbiu sesuai 

dengan tabel di bawah ini : 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Meningkatnya 

kualitas 
pelayanan 

umum 

Meningkatnya 

kualitas pelayanan 
umum 

Tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap 
pelayanan kecamatan  

 

75% 80% 85% 90% 95% 

Jumlah desa yang 

lingkungannya bersih dan 

asri 
 

15 

desa 

15 

desa 

15 

desa 

15 

desa 

15 

desa 

2 Meningkatnya 
kualias 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

desa 

Meningkatnya 
kualias 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

desa 

% Desa yang administrasi 
pemerintahannya baik  

 

83% 85% 90% 95% 100% 

Jumlah desa yang 

inventarisasi asetnya baik  

 

15 

desa 

15 

desa 

15 

desa 

15 

desa 

15 

desa 

3 Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat 
dalam 

pembangunan 

 

Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat dalam 
pembangunan 

 

% Partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan desa 

 

80% 85% 90% 95% 100% 

Jumlah (Rp) swadaya 

masyarakat dalam 
pembangunan desa 

 

25,0 

M 

25,5 

M 

26,0 

M 

26,5 

M 

27,0 

M 
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4 Meningkatnya 

kesejahteraan 
sosial 

Meningkatnya 

kesejahteraan 
sosial 

Jumlah lembaga adat, 

sekaa/ sanggar seni yang 
berprestasi 

 

5 

lemb/ 
sekaa 

5 

lemb/ 
sekaa 

5 

lemb/ 
sekaa 

6 

lemb/ 
sekaa 

6 

lemb/ 
sekaa 

Jumlah organisasi/ 

kelompok kepemudaan 

yang aktif 

 

5  

org/ 

kelom

pok 

5  

org/ 

kelom

pok 

5  

org/ 

kelom

pok 

5  

org/ 

kelom

pok 

5  

org/ 

kelom

pok 
Jumlah PMKS kecamatan 600 

orang 

575 

orang 
550 

orang 
525 

orang 
500 

orang 
5 Meningkatnya 

ketertiban dan 
ketertiban 

wilayah 

Meningkatnya 

ketertiban dan 
ketertiban wilayah 

% Laporan gangguan 

ketentraman, ketertiban 
dan bencana alam yang 

ditindaklanjuti  

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Jumlah Linmas Desa yang 

aktif  

525 

orang 

525 

orang 
525 

orang 
525 

orang 
525 

orang 
 

 

D. Indikator Kinerja Utama 

  Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator 

kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran 

strategis dalam Renstra Perangkat Daerah. 

  Penetapan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mengacu pada 

dokumen Renstra, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, kebutuhan informasi kinerja untuk 

menyelenggarakan akuntabilitas kinerja, perkembangan issue dan ilmu pengetahuan. 

  Sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, 

Kecamatan Busungbiu menetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut: 

 

No Kinerja Utama Indikator Kinerja 

1 Meningkatnya kualitas pelayanan umum Tingkat kepuasan  masyarakat terhadap pelayanan 

kecamatan  

 

Jumlah desa yang lingkungannya bersih dan asri 

 

2 Meningkatnya kualias penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

% Desa yang administrasi pemerintahannya baik  

 

Jumlah desa yang inventarisasi asetnya baik  

 

3 Meningkatnya partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan 

 

% Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 

 

Jumlah (Rp) swadaya masyarakat dalam 

pembangunan desa 

 

4 Meningkatnya kesejahteraan sosial Jumlah lembaga adat, sekaa/ sanggar seni yang 

berprestasi 

 

Jumlah organisasi/ kelompok kepemudaan yang 

aktif 

 

Jumlah PMKS kecamatan 

 

5 Meningkatnya ketertiban dan ketertiban 

wilayah 

% Laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan 

bencana alam yang ditindaklanjuti  

 

Jumlah Linmas Desa yang aktif  
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E. Penetapan Kinerja 

  Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja sebagai tekad 

dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi 

di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang perspektif mengenai 

apa yang diinginkan untuk dihasilkan. 

  Perencanaan kinerja sebagai wujud komitmen dalam hubungan meningkatkan 

integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dengan perjanjian kinerja 

tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola programa atau kegiatan 

intansi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. 

Adapun Pemerintah Kecamatan Busungbiu telah menetapkankan Penetapan Kinerja Tahun 

2020 dengan uraian sebagai berikut : 

No Kinerja Utama/ Sasaran/ 

Outcome 

Indikator Kinerja  Target 

1 Meningkatnya kualitas 

pelayanan umum 

Tingkat kepuasan  masyarakat terhadap 

pelayanan kecamatan  

 

85% 

Jumlah desa yang lingkungannya bersih dan asri 

 

15 desa 

2 Meningkatnya kualias 

penyelenggaraan pemerintahan 

desa 

% Desa yang administrasi pemerintahannya baik  

 

90% 

Jumlah desa yang inventarisasi asetnya baik  

 

15 desa 

3 Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan 

 

% Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

desa 

 

85% 

Jumlah (Rp) swadaya masyarakat dalam 

pembangunan desa 

 

26,0 M 

4 Meningkatnya kesejahteraan 

sosial 

Jumlah lembaga adat, sekaa/ sanggar seni yang 

berprestasi 

 

5 lembaga/ 

sekaa 

Jumlah organisasi/ kelompok kepemudaan yang 

aktif 

 

5  

organisasi/ 

kelompok 

Jumlah PMKS kecamatan 

 

550 orang 

5 Meningkatnya ketertiban dan 

ketertiban wilayah 

% Laporan gangguan ketentraman, ketertiban 

dan bencana alam yang ditindaklanjuti  

 

100% 

Jumlah Linmas Desa yang aktif  

 

525 orang 

 

F. Pencapaian Tujuan dan Sasaran 

1. Kebijakan 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah di tetapkan 

oleh lembaga yang berwenang untuk di jadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam 

pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan 
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keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi dari instansi yang 

bersangkutan.  

2. Program  

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata yang 

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi yang 

bersangkutan dengan kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. 

Adapun program yang dilaksanakan Kecamatan Busungbiu selama tahun 2020 adalah : 

• Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

• Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 

• Peningkatan Disiplin Aparatur; 

• Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

• Perencanaan Anggaran SKPD 

• Informasi Pembangunan Daerah; 

• Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum. 

• Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan; 

• Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/ Kelurahan; 

• Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib; 

• Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan; 

3. Kegiatan 

Adapun kegiatan pada Kecamatan Busungbiu pada tahun 2020 : 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

  Adapun kegiatan yang tercakup didalamnya adalah: 

❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

❖ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik 

❖ Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 

❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 

❖ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

❖ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

❖ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 

❖ Penyediaan Alat Tulis Kantor 

❖ Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandan 

❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 

❖ Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 

❖ Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 

❖ Penyediaan Makanan Dan Minuman 

❖ Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar/Dalam Daerah 
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b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

❖ Penyelenggaraan dan Pengadaan  Sarana/ Prasarana Upacara 

❖ Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 

❖ Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 

❖ Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah 

❖ Pemeliharaan fasilitas umum 

❖ Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional 

c. Program Peningkatan  Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut : 

❖ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 

❖ Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur 

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

❖ Penilaian dan Pengembangan Pegawai 

e.   Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan, yang dituangkan dalam kegiatan : 

❖ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD 

f.  Program Perencanaan Anggaran SKPD, yang dituangkan dalam kegiatan : 

❖ Penyusunan Anggaran SKPD 

g.  Program Informasi Pembangunan Daerah, yang dituangkan dalam kegiatan : 

❖ Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan 

h. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum, yang 

dituangkan dalam kegiatan : 

❖ Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup 

❖ Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan 

❖ Pembinaan dan Pendataan Obyek Pendapatan Daerah 

i. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, yang 

dituangkan dalam kegiatan : 

❖ Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah 

❖ Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa 

❖ Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan 

❖ Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa 

❖ Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi dan Kesatuan Bangsa 

j. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan, 

yang dituangkan dalam kegiatan: 

❖ Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu 

❖ Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan 

❖ Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk 

Desa/Kelurahan 
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❖ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan 

❖ Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa 

❖ Penyusunan Profil Kecamatan 

k. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib, yang 

dituangkan dalam kegiatan : 

❖ Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah 

❖ Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan 

❖ Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah dan Penanggulangan 

Bencana 

l. Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah 

Kecamatan, yang dituangkan dalam kegiatan : 

❖ Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya 

Wilayah Kecamatan 

❖ Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan 

Wilayah Kecamatan 

❖ Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan 

❖ Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah 

Kecamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Analisis Pencapaian Kinerja 

1. Hasil Pengukuran Kinerja 

  Pengukuran kinerja Kecamatan Busungbiu didasarkan pada Penetapan Kinerja dan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2020, dimana telah ditetapkan 5 (lima) 

sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut : 

➢ Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator 

- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan 

- Jumlah desa yang lingkungannya bersih dan asri 

➢ Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator 

- Persentase desa yang administrasi pemerintahannya baik  

- Jumlah desa yang inventarisasi asetnya baik 

➢ Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator 

- Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 

- Jumlah (Rp) swadaya masyarakat dalam pembangunan desa 

➢ Sasaran 4 terdiri dari 3 indikator 

- Jumlah lembaga adat, sekaa/ sanggar seni yang berprestasi 

- Jumlah organisasi/ kelompok kepemudaan yang aktif 

- Jumlah PMKS Kecamatan 

➢ Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator 

- Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana alam 

yang ditindaklanjuti 

- Jumlah linmas desa yang aktif 

 Dalam rangka pengukuran tingkat keberhasilan dan capaian kinerja terhadap 

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Kecamatan Busungbiu maka yang diukur adalah 

implementasi dari kegiatan, program dan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan 

pada tahun anggaran 2020. 

Indikator yang dapat dipergunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah sebagai 

berikut : 

• Input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan 

dapat berjalan untuk menghasilkan suatu keluaran, seperti berupa dana, SDM, 

informasi dan sebagainya. 

• Output (keluaran) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung tercapai dari suatu 

kegiatan baik yang berupa fisik maupun proses dari kegiatan. 

• Outcome (hasil) adalah fungsi dari keluaran yang dapat dimanfaatkan atau merupakan 

pengukuran hasil dari output.  
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• Benefit (manfaat) adalah seberapa besar masyarakat, lembaga dapat menerima manfaat 

hasil kegiatan tersebut. 

• Dampak (impact) merupakan kemungkinan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

 Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, 

lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam 

rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah. 

         Pengukuran kinerja tersebut antara lain mencakup:  

(1)  Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) 

dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan  

(2) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian 

target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah 

ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja.   

Kedua pengukuran kinerja dimaksud dapat digunakan dengan menggunakan formulir 

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). 

 Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Busungbiu Tahun 2020 

menunjukkan hasil sebagai berikut : 

 
No Indikator Kinerja  Target Realisasi Capaian 

Tahun 2020  

Capaian 

Tahun 2019 

1 Tingkat kepuasan  masyarakat terhadap 

pelayanan kecamatan  

 

85% 95% 111.7% 108,34% 

2 Jumlah desa yang lingkungannya bersih dan 

asri 

 

15 desa 15 desa 100% 100% 

3 % Desa yang administrasi pemerintahannya 

baik  

 

90% 85% 89.4% 101,96% 

4 Jumlah desa yang inventarisasi asetnya baik  

 

15 desa 15 desa 100% 80% 

5 % Partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa 

 

90% 88.8% 98,6% 101,96% 

6 Jumlah (Rp) swadaya masyarakat dalam 

pembangunan desa 

 

26,0 M 26,9 M 103.4% 166,4% 

7 Jumlah lembaga adat, sekaa/ sanggar seni 

yang berprestasi 

 

5 lembaga/ 

sekaa 

2 lembaga/ 

sekaa 

40% 20% 

8 Jumlah organisasi/ kelompok kepemudaan 

yang aktif 

 

5 organisasi/ 

kelompok 

4 organisasi/ 

kelompok 

80% 80% 

9 Jumlah PMKS kecamatan 

 

550 orang 563 orang 98% 98% 

10 % Laporan gangguan ketentraman, 

ketertiban dan bencana alam yang 

ditindaklanjuti  

 

100% 100% 100% 100% 

11 Jumlah Linmas Desa yang aktif  

 

525 orang 490 orang 93,33% 93,33% 
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 Dari table terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai 

berikut: 

 Capaian kinerja yang melampaui target ditunjukkan pada 2 (dua) indikator yaitu 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dan Jumlah (Rp) swadaya 

masyarakat dalam pembangunan desa. Di tahun 2020, dari survey sederhana yang 

dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan administrasi 

secara terpadu yang menjadi kewenangan kecamatan dengan persentase 95% menyatakan 

puas dengan pelayanan yang dilaksanakan, dengan persentase capaian target sebesar 

111.7%.  

 Terkait indikator jumlah (Rp) swadaya masyarakat dalam pembangunan desa 

mencapai 103.4%. Berdasarkan data laporan swadaya murni triwulan ke-4 di tahun 2020 

tercatat mencapai Rp. 26.902.785.386,-. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah 

swadaya masyarakat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh dampak Pandemi 

Covid 19 yang membatasi kegiatan masyarakat. Kedepan tetap disampaikan ke desa untuk 

sebisa mungkin meningkatkan peranan swadaya masyarakat dalam mendukung 

pembangunan yang dilaksanakan di desa. Meningkatnya jumlah swadaya masyarakat 

menunjukkan bahwa kalau masyarakat desa mampu membangun daerahnya sendiri dengan 

upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa. 

  Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada 3 (tiga) 

indikator kinerja utama yaitu indikator jumlah desa yang lingkungannya bersih dan asri 

Jumlah desa yang inventarisasi asetnya baik dan persentase laporan gangguan ketentraman, 

ketertiban dan bencana alam yang ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan-

pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Busungbiu memperoleh hasil yang 

maksimal. Untuk pelaksanaan pembinaan kecamatan yang dilaksanakan sehubungan 

dengan pelestarian lingkungan hidup, sudah seluruh desa melaksanaan penataan 

lingkungan berupa tamanisasi jalan lingkungan dan pengelolaan persampahan. 

Sehubungan indikator jumlah desa yang inventarisasi asetnya baik mencapai 100%, 

dimana dari 15 desa binaan sudah semua terlaksana dengan baik, terlebih data asset 

tersebut menjadi dokumen yang harus dipenuhi dalam penyusunan rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja desa. Kedepan, pembinaan asset akan tetap dilaksanakan dari tim 

kecamatan, terlebih sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 

Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, kecamatan ditugaskan melaksanakan 

verifikasi terhadap RAPBDes. 

 Sehubungan dengan indikator persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban 

dan bencana alam yang ditindaklanjuti, di tahun 2020 tidak ada laporan mengenai 

gangguan ketentraman dan ketertiban wilayah di Kecamatan Busungbiu. Dan terdapat 7 
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laporan bencana yang sudah ditindaklanjuti. Adapun laporan tersebut berupa bencana 

tanah longsor dan kebakaran. 

 Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada 6 (enam) 

indikator. Persentase desa yang administrasi pemerintahannya baik dengan tingkat capaian 

89.4%. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan-pembinaan yang telah dilaksanakan oleh 

Kecamatan Busungbiu belum memperoleh hasil yang maksimal, masih ada beberapa desa 

yang perlu mendapat pembinaan lanjutan untuk meningkatnya tata administrasi desa, 

terutama dari sisi dokumen-dokumen perencanaan yang memang secara regulasi harus 

terpenuhi dan disusun berdasarkan waktu yang telah ditentukan.  

 Tingkat capaian indikator jumlah lembaga adat, sekaa/ sanggar seni yang 

berprestasi mencapai 40%. Di tahun 2020 tidak dilaksanakan lomba-lomba sepeti tahun 

sebelumnya sebagai dampak dari pandemi Covid 2019. Akan tetapi ada beberapa kegiatan 

lomba seperti lomba ogoh-ogoh yang dinilai langsung di masing-masing desa, lomba 

melukis wayang parwa, lomba sambrama wacana dan lomba mesatua bali yang 

dilaksanakan secara virtual di masing-masing kecamatan. Dari lomba-lomba tersebut 

terdapat 2 (dua) sekaa/ peserta yang mendapat juara.  Demikian juga halnya indikator 

jumlah organisasi/ kelompok kepemudaan yang aktif mencapai 80%, dimana dari 5 

organisasi kepemudaan dalam bidang olahraga yang dibina, baru 4 organisasi yang aktif 

dalam mengikuti kegiatan olah raga yang diselenggarakan. Perlu adanya sinkronisasi yang 

lebih baik antara KONI selaku organisasi yang menaungi keolahragaan dengan kecamatan, 

terutama masalah pengalokasian anggaran pembinaan sehingga lebih maksimal capaian 

yang diperoleh tahun berikutnya. 

 Indikator jumlah PMKS Kecamatan yang menjadi salah satu indikator kinerja untuk 

sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial, di tahun 2020 mencapai 98% dimana dari 575 

orang PMKS yang menjadi perkiraan target kecamatan, setelah pendataan mencapai 563 

orang. Jumah ini harus mendapat perhatian bersama, koordinasi antara Dinas Sosial dan 

Kecamatan harus ditingkatkan dalam upaya penurunan angka PMKS yang ada, dengan 

mencari alternative-alternatif solusi dalam meminimalkan angka PMKS yang ada di 

Kecamatan Busungbiu pada khususnya. 

 Indikator terakhir adalah jumlah Linmas Desa yang aktif, dengan tingkat capaian 

kinerja sebesar 93,33%. Salah satu bantuan swakarsa desa dalam membantu menjaga 

keamanan wilayah adalah adanya Linmas Desa, dari target 525 orang Linmas di 

Kecamatan Busungbiu, baru terdapat 490 orang yang bisa dibina. Mengingat kecilnya 

alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas Linmas Desa baik di tingkat kecamatan 

maupun di desa. Kedepan terus diadakan komunikasi dengan desa, agar sebisa mungkin 

mengalokasikan anggaran dalam peningkatan kapasitas Linmas Desa, sehingga dapat 

secara optimal menjalankan tugas perbantuan dalam hal keamanan dan ketertiban wilayah.  
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            Secara keseluruhan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap masing-masing 

kinerja kegiatan dan kinerja sasaran diperoleh bahwa: 

1) Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak  40 kegiatan, tingkat capaian 

realisasi output 99,86 %; 

2) Demikian juga dari sasaran yang telah direncanakan, tingkat capaian realisasi 

sasarannya mencapai 98,92%.  

         Lebih jelas mengenai tingkat capaian realisasi kegiatan dan sasaran tersaji pada 

formulir PKK dan PPS  terlampir. 

 

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

 Berdasarkan atas hasil-hasil perhitungan sebagaimana di uraikan di atas dilakukan 

evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan 

lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu 

kegiatan.  Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan 

dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan, misi dan visi organisasi 

sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program kegiatan dimasa 

yang akan datang.    

 Dalam evaluasi ini dilaksanakan analisis efisiensi dengan cara membandingkan 

antara prosentase capaian realisasi output dengan prosentase capaian realisasi input.  

Disamping itu dalam evaluasi ini juga dilakukan analisis efektivitas yang menggambarkan 

tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan melihat 

perbandingan input dengan outcome. 

Adapun hasil analisis efektif/ efisiensi dari 40 kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

 

Tingkat Capaian Realisasi Input, Output dan Outcome  

Kegiatan Kecamatan Busungbiu Tahun Anggaran 2020 

 

No KEGIATAN 

REALISASI (%) RATIO 

OUTPUT 

INPUT 

  

  

EFESIEN/ EFEKTIF/ 

INPUT 
OUT 

PUT 

OUT 

COME 

 TIDAK TIDAK  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Penyediaan jasa surat menyurat  100 100 100  Efesien Efektif 

2 
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan 

listrik 
 94,34 100 97,17  Efesien Efektif 

3 
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 

kantor 
99,75 100 99,88  Efesien Efektif 

4 
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/ operasional 
81,29 93,33 87,31  Efesien Efektif 

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 99,76 100 99.88  Efesien Efektif 

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 100 100  Efesien Efektif 
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7 Penyediaan perbaikan peralatan kerja 99,58 100 99,79  Efesien Efektif 

8 Penyediaan alat tulis kantor 100 100 100  Efesien Efektif 

9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  94,87 100 97,43  Efesien Efektif 

10 
Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 
100 100 100  Efesien Efektif 

11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 99,00 100 99,50  Efesien Efektif 

12 
Penyediaan bahan bacan dan peraturan 

perundang undangan 
100 100 100  Efesien Efektif 

13 Penyediaan makanan dan minuman 96,01 99,55 997,78  Efesien Efektif 

14 
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan 

kedalam daerah 
64,22 90,00 77,11  Efesien Efektif 

15 
Penyelenggaraan dan pengadaan sarana dan 

prasarana upacara 
93,50 98,45 95,97  Efesien Efektif 

16 Penyelenggaraan Upacara/ hari besar nasional 99,30 100 99,65  Efesien Efektif 

17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 98,79 100 99,40  Efesien Efektif 

18 
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / 

operasional 
99,95 100 95,00  Efesien Efektif 

19 
Pendataan dan inventarisasi aset barang milik 

daerah 
100 100 100  Efesien Efektif 

20 Pemeliharaan Fasilitas Umum 93,54 100 96,77  Efesien Efektif 

21 Penilaian dan pengembangan pegawai 99,89 100 99,94  Efesien Efektif 

22 
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 
99,17 100 99,58  Efesien Efektif 

23 Penyusunan anggaran SKPD 100 100 100  Efesien Efektif 

24 Penyelenggaraan pameran/ pawai pembangunan 100 100 100  Efesien Efektif 

25 Pembinaan tugas-tugas kepala desa/perbekel 98,84 100 99,42  Efesien Efektif 

26 Pembinaan penyusunan peraturan desa 100 100 100  Efesien Efektif 

27 
Pembinaan pelaksanaan administrasi 

pemerintahan desa/ kelurahan 
100 100 100  Efesien Efektif 

28 Pembinaan lomba desa/ kelurahan terpadu 99,68 100 99,84  Efesien Efektif 

29 
Pelaksanaan musyawarah pembangunan 

desa/kelurahan dan kecamatan 
100 100 100  Efesien Efektif 

30 
Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa 

(LKD) dan kelurahan 
100 100 100  Efesien Efektif 

31 
Pembinaan penyusunan rencana kerja 

pemerintah (RKP) desa 
100 100 100  Efesien Efektif 

32 Penyusunan profil kecamatan 100 100 100  Efesien Efektif 

33 Pengamanan dan pengawasan peraturan daerah 100 100 100  Efesien Efektif 

34 Pembinaan Linmas/ Hansip desa/ kelurahan     Efesien Efektif 

35 
Pemantauan keamanan dan ketertiban wilayah 

dan penanggulangan bencana 
100 100 100  Efesien Efektif 

36 
Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelestarian adat dan budaya wilayah kecamatan 
99,91 100 99.96  Efesien Efektif 

37 
Pembinaan aparat desa/ kelurahan tentang 

penyandang masalah kesejahteraan sosial 
100 100 100  Efesien Efektif 
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38 Pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup 100 100 100  Efesien Efektif 

39 Pembinaan pelayanan masyarakat dan perijinan 100 100 100  Efesien Efektif 

40 
Pembinaan dan pendataan obyek pendapatan 

daerah 
98,39 100 99,19  Efesien Efektif 

 

B. Akuntabilitas Keuangan 

 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya 

pada Kecamatan Busungbiu sangat tergantung dari bantuan keuangan daerah melalui APBD 

Kabupaten Buleleng. Untuk melihat gambaran perkembangan rencana dengan realisasi 

kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 

 

REALISASI ANGGARAN KECAMATAN BUSUNGBIU 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

No Sumber Dana Anggaran Realisasi Prosen 

1 2 3 4 5 

I. Kegiatan Penunjang:       

  Belanja Tidak Langsung Rp      1.625.000.000,00  Rp       1.559.006.550,00 95,94 

 - Belanja Pegawai  Rp      1.625.000.000,00  Rp       1.559.006.550,00 95,94 
     

II. Kegiatan Strategis:       

  Belanja Langsung  Rp      1.305.500.000,00   Rp       1.279.080.348,00  97,98 

  - Belanja Pegawai  Rp      29.772.000,00   Rp      29.772.000,00 100,00 

  - Belanja Barang Jasa   Rp   1.265.728.000,00   Rp   1.239.408.348,00  97,92 

  - Belanja Modal  Rp      10.000.000,00  Rp      9.900.000,00 99,00 

  JUMLAH  Rp      2.930.500.000,00  Rp       2.838.086.898,00  96,85 

     
 

C. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan 

terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase 

efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :  

Persentase efisiensi Biaya =100% - [𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎/𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑥 100%]   

Untuk Tahun 2020, realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 2.838.086.898,- 

sedangkan realisasi target untuk semua program adalah Rp. 2.930.500.000,- . Dari rumus 

efesiensi diatas dapat diperoleh persentase efesiensi pada level Program sebesar 3.15%. Bila 

dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi pengunaan sumber daya pada beberapa 

kegiatan  seperti pada tabel berikut :  
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Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 

       
No Sasaran Indikator Sasaran Capaian 

Kinerja 
Penyerapan 
Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

    % % % 

1 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Umum 

a. Tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelayanan kecamatan 

111.70 100 0.00 

b. Jumlah Desa yang 
Lingkungannya Bersih 
dan Asri 

100.00 100 0.00 

2 Meningkatnya Kualitas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

a. % Desa yang 
Administrasi 
Pemerintahannya Baik 

89.00 100 0.00 

b. Jumlah Desa yang 
Inventarisasi Asetnya 
Baik 

100.00 0 100.00 

3 Meningkatnya Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Pembangunan 

a. % Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Pembangunan Desa 

98.60 100 0.00 

b. Jumlah (Rp) Swadaya 
Masyarakat dalam 
Pembangunan Desa 

103.00 0 100.00 

4 Meningkatnya 
Kesejahteraan Sosial 

a. Jumlah Lembaga Adat, 
Sekaa/ Sanggar Seni 
yang Berprestasi 

40.00 99.96 0.04 

b. Jumlah Organisasi/ 
Kelompok 
Kepemudaan yang 
Aktif 

80.00 0 100.00 

c. Jumlah PMKS 
Kecamatan 

98.00 100 0.00 

5 Meningkatnya 
Ketentraman dan 
Ketertiban Wilayah 

a. % Laporan Gangguan 
Ketentraman, 
Ketertiban dan 
Bencana Alam yang 
Ditindaklanjuti 

100.00 100 0.00 

b. Jumlah Linmas Desa 
yang Aktif 

93.33 0 100.00 

 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pada level kegiatan terdapat efesiensi terhadap sumber daya. 

Adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid 19 telah memangkas anggaran beberapa 

kegiatan, akan tetapi tidak mempengaruhi target kinerja. Hal ini disebabkan salah satunya karena 

telah memanfaatkan teknologi Whatsapp untuk pengiriman data yang berupa laporan.  

  

 Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan 

multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dan juga kerjasama dengan 

Forum koordinasi Pimpinan Kecamatan dan juga Instansi Nivo dalam pelaksanaan kegiatan. 
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BAB IV 

P E N U T U P 

A.  Tinjauan Umum 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan perwujudan 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dan tujuan akhirnya adalah agar terciptanya 

Pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. 

 Selain itu, LKjIP akan lebih optimal manfaatnya jika secara internal aparat/ pejabat 

bersangkutan dapat menggunakannya sebagai sarana proses belajar untuk mencapai perbaikan 

yang terus menerus. 

 Dengan telah dibuatnya LKjIP Kecamatan Busungbiu, maka akan dapat diketahui 

seberapa besar kinerja yang telah dicapai oleh SKPD, dengan harapan dapat ditingkatkan baik 

kualitas maupun kuantitasnya. 

 Selanjutnya jika dilihat secara umum Kecamatan Busungbiu dalam Tahun Anggaran 

2020 capaian kinerja dan sasaran telah mampu mewujudkan kinerja dengan kategori baik serta 

secara khusus capaian kinerja yang telah dicapai akan menjadi acuan/pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan dan program berikutnya terutama dalam upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yang professional, budaya dan berintegritas berlandaskan Tri Hita 

Karana. 

 Namun dari keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat permasalahan-

permasalahan yang ditemukan, yang kiranya perlu untuk ditindaklanjuti: 

1) Diterapkannya transaksi non tunai dalam pelaksanaan kegiatan di SKPD, memerlukan 

sedikit penyesuaian dalam hal pelaksanaan, terutama dari sisi penyediaan dana/ barang 

yang diperlukan dalam kegiatan. 

2) Sehubungan dengan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 

terkait verifikasi APBDes, belum dibarengi dengan percepatan turunnya regulasi-regulasi 

yang mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut di Kecamatan dan juga belum 

didukung dengan pendanaan yang memadai. 

3) Kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kemudian memberikan ketentuan lain 

mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu 

(refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, yaitu untuk selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, 

mengingat dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini dapat dinilai sebagai keadaan 

darurat dan luar biasa, sehingga memerlukan penanganan yang cepat. Hal ini 

mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan bahkan tidak 

terlaksana akibat proses refocusing dan realokasi anggaran. 
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B. Strategi Pemecahan Masalah  

 Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada maka strategi yang dilaksanakan 

adalah sebagai berikut: 

1) Memaksimalkan setiap kegiatan yang sudah direncanakan dan melakukan langkah-

langkah strategis dalam penyediaan dana/ barang guna mendukung setiap kegiatan yang 

dilaksanakan. 

2) Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam rangka peningkatan pemahaman 

terkait peraturan-peraturan yang mendukung kebijakan pelimpahan kewenangan yang 

diberikan kepada Camat sehingga dapat optimal dalam pelaksanaannya dengan kekuatan 

pendanaan yang ada. 

3) Kebijakan refocusing / realokasi anggaran pada saat pandemi COVID-19 telah 

dilaksanakan berbasiskan pada kebutuhan untuk mempercepat penanganan baik dari 

aspek kesehatan, pelayanan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan 

masyarakat. 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BUSUNGBIU 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

NO KINERJA UTAMA/ 

SASARAN/ OUTCOME 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN/ FORM HITUNGAN SUMBER DATA PENGANGGUNG 

JAWAB 

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Umum 

Tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan kecamatan 

Jml responden yg puas 

       Jml responden 

Hasil survey Camat Busungbiu 

Jumlah Desa yang Lingkungannya 

Bersih dan Asri 

Jumlah desa binaan yang lingkungannya 

bersih dan asri 

 

Hasil Evaluasi Camat Busungbiu 

2 Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa 

Persentase desa yang administrasi 

pemerintahannya baik 

Jml desa dgn administrasi baik 

                    Jml desa 

Hasil Evaluasi Camat Busungbiu 

Jumlah desa yang inventarisasi 

asetnya baik 

Jumlah desa binaan yang inventarisasi 

asetnya baik  

 

Hasil Evaluasi Camat Busungbiu 

3 Meningkatnya Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembangunan 

Presentase partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan desa 

Jml kehadiran masyarakat 

Jml peserta yang diundang 

Daftar kehadiran Camat Busungbiu 

Jumlah swadaya masyarakat dalam 

pembangunan desa 

Jumlah swadaya murni masyarakat yang 

dilaporkan 

Laporan Tahunan Camat Busungbiu 

 

4 Meningkatnya Kesejahteraan 

Sosial 

Jumlah lembaga adat, sekaa/ 

sanggar seni yang berprestasi 

Jumlah lembaga adat, sekaa/ sanggar 

seni yang berhasil memperoleh prestasi 

3 besar dalam lomba tingkat kabupaten 

 

Laporan Tahunan Camat Busungbiu 

Jumlah organisasi/ kelompok 

kepemudaan yang aktif 

Jumlah organisasi/ kelompok 

kepemudaan binaan yang aktif  

 

Hasil Evaluasi Camat Busungbiu 

Jumlah PMKS kecamatan Jumlah PMKS yang dilaporkan Laporan Tahunan Camat Busungbiu 

x 100% 

x 100% 

x 100% 
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5 Meningkatnya Ketentraman dan 

Ketertiban Wilayah 

Persentase laporan gangguan 

ketentraman, ketertiban dan 

bencana alam yang ditindaklanjuti 

 

Jml laporan yg ditindaklanjuti 

                 Jml laporan  

Laporan Tahunan Camat Busungbiu 

Jumlah linmas desa yang aktif Jumlah linmas binaan yang aktif  Laporan Tahunan Camat Busungbiu 

6 Meningkatnya Kualitas 

Administrasi Perkantoran 

Persentase capaian kinerja dan 

keuangan SKPD 

Tingkat capaian fisik/ kegiatan dan 

keuangan 

Laporan Tahunan Camat Busungbiu 

Persentase sarana dan prasarana 

kantor yang layak fungsi 

Jml sarana layak fungsi 

Jml sarana yang ada 

Laporan Tahunan Camat Busungbiu 

                      

                      

                Busungbiu, 2 Januari 2020 

                Camat Busungbiu 

 

 

                I Gede Putra Aryana,S.Sos.MAP 

                NIP. 19700515 199303 1 010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 100% 

x 100% 
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RENCANA KINERJA TAHUNAN 

KECAMATAN BUSUNGBIU 

TAHUN 2020 

  

           

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM    

PROGRAM 

KEGIATAN  

Keterangan 
Uraian Indikator Kinerja 

Target/ 
Satuan 

Uraian Indikator Kinerja Keluaran Satuan  Target 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 
Umum 

1 Tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelayanan kecamatan 

85% 1 Program Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Peningkatan 
Pelayanan Umum  

1.1 Pembinaan Kebersihan 
dan Lingkungan Hidup 

1.1.1 Jumlah pelaksanaan 
pembinaan kepada bank 
sampah atau pengelola 
sampah sejenis 

kali 4   

              1.2 Pembinaan pelayanan 
masyarakat dan 
perijinan 

1.2.1 Jumlah perijinan yang 
diterbitkan sesuai SOP 

lembar 50   

              1.3 Pembinaan dan 
Pendataan Obyek 
Pendapatan 

1.3.1 Jumlah pelaksanaan 
pembinaan obyek 
pendapatan daerah 

kali 2   

2 Meningkatnya 
Kualitas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa  

2 Persentase desa yang 
administrasi 
pemerintahannya baik 

90% 2 Program Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
/ Kelurahan 

2.1 Pembinaan Tugas-
tugas Kepala 
Desa/perbekel / Lurah  

2.1.1 Jumlah pelaksanaan 
pembinaan kepada kepala 
desa/ perbekel/ lurah  

Kali 2   

              2.2 Pembinaan 
Penyusunan Peraturan 
Desa 

2.2.1 Jumlah peraturan desa 
yang tersusun sesuai 
aturan dan tepat waktu  

perdes 30   

              2.3 Pembinaan 
Pelaksanaan 
Administrasi 
Pemerintah 
Desa//Kelurahan 

2.3.1 Jumlah pelaksanaan 
pembinaan administrasi 
desa/ kelurahan  

kali 2   

              2.4 Pembinaan 
Inventarisasi Kekayaan 
Pemerintah Desa  

2.4.1 Jumlah pelaksanaan 
pembinaan inventarisasi 
kekayaan pemerintah desa  

kali 2   
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              2.5 Pembinaan 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pemilu, Ideologi, dan 
Kesatuan Bangsa   

2.5.1 Jumlah pelaksanaan 
pembinaan terkait pemilu, 
ideologi dan kesatuan 
bangsa  

kali 2   

3 Meningkatnya 
Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Pembangunan 

3 Presentase partisipasi 
masyarakat dalam 
pembangunan desa 

90% 3 Program Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Peningkatan 
Pembangunan  Desa 
/ kelurahan 

3.1 Pembinaan Lomba 
Desa/Kelurahan 
terpadu 

3.1.1 Jumlah pembinaan terkait 
indikator evaluasi 
perkembangan desa / 
kelurahan 

kali 5   

              3.2 Pelaksanaan 
Musyawarah 
Pembangunan Desa/ 
Kelurahan dan 
Kecamatan  

3.2.1 Tingkat partisipasi 
masyarakat dalam 
musrenbang desa dan 
kecamatan 

persen 90   

              3.3 Pendataan dan 
Evaluasi Swadaya 
Murni masyarakat dan 
proyek masuk Desa 
/Kelurahan  

3.3.1 Jumlah laporan hasil 
pendataan swadaya murni 
masyarakat dan proyek 
masuk desa 

laporan 15   

              3.4 Pembinaan Lembaga 
Kemasyarakatan Desa 
(LKD) dan Kelurahan   

3.4.1 Jumlah pembinaan 
lembaga kemasyarakatan 
desa dan kelurahan  

kali 2   

              3.5 Pembinaan 
Penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah 
(RKP) Desa  

3.5.1 Jumlah RKP Desa yang 
tersusun tepat waktu  

dokumen 15   

              3.6 Penyusunan Profil 
Kecamatan  

3.6.1 Jumlah profil aktual 
kecamatan  

dokumen 1   

4 Meningkatnya 
Ketentraman dan 
Ketertiban Wilayah  

4 Persentase laporan 
gangguan 
ketentraman, 
ketertiban dan 
bencana alam yang 
ditindaklanjuti  

100% 4 Program Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Peningkatan Linmas 
Trantib 

4.1 Pengamanan dan 
Pengawasan Peraturan 
Daerah 

4.1.1 Jumlah laporan bulanan 
pelanggaran Perda di 
Kecamatan yang 
ditindaklanjuti  

laporan 12   

              4.2 Pembinaan Linmas 
Hansip Desa/ 
Kelurahan  

4.2.1 Jumlah pembinaan kepada 
linmas/ hansip desa/ 
kelurahan  

kali 2   
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              4.3 Pemantauan 
Ketentraman, 
Ketertiban Wilayah, 
dan Penanggulangan 
Bencana  

4.3.1 Jumlah pelaksanaan 
pemantauan ketentraman, 
ketertiban wilayah dan 
penanggulangan bencana  

kali 12   

5 Meningkatnya 
Kesejahteraan 
Sosial Masyarakat 

5 Prosentase partisipasi 
masyarakat dalam 
peningkatan 
kesejahteraan sosial 

100% 5 Program koordinasi 
penyelenggaraan 
peningkatan 
kesejahteraan sosial 

5.1 Pembinaan dan 
Koordinasi 
Pelaksanaan 
Pelestarian Adat dan 
Budaya Wilayah 
Kecamatan  

5.1.1 Jumlah pembinaan 
kelompok adat dan budaya 
dan jumlah pementasan 
budaya  

kali 16   

              5.2 Pembinaan Pemuda 
dan Olahraga dan 
Lembaga Sosial 
Kemasyarakatan 
wilayah kecamatan  

5.2.1 Jumlah pembinaan 
organisasi kepemudaan  

kali 2   

              5.3 Pembinaan 
pelaksanaan lomba 
Kesejahtraan Sosial 
Wilayah kecamatan  

5.3.1 Jumlah pembinaan terkait 
pemberdayaan kesehatan 
masyarakat  

kali 8   

              5.4 Pembinaan pelayanan 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial  
Wilayah Kecamatan  

5.4.1 Jumlah pembinaan 
pelayanan PMKS 

kali 2   

6 Meningkatnya 
Kualitas 
Administrasi 
Perkantoran 

6 Persentase capaian 
kinerja dan keuangan 
SKPD 

100% 6 Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

6.1 Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

6.1.1 Jumlah surat yang 
ditindaklanjuti 

exemplar 1,300   

              6.2 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

6.2.1 Telepon, air, listrik dan 
internet siap pakai 

bulan 12   

              6.3 Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

6.3.1 Kendaraan operasional 
siap pakai 

bulan 12   
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              6.4 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas/ Operasional 

6.4.1 Pajak kendaraan dinas 
yang terbayar 

unit 15   

              6.5 Penyediaan Jasa 
Administrasi Keuangan 

6.5.1 Laporan keuangan yang 
diselesaikan tepat waktu 

bulan 12   

              6.6 Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor 

6.6.1 Tenaga dan peralatan 
kebersihan siap pakai 

bulan 12   

              6.7 Penyediaan Jasa 
Perbaikan Peralatan 
Kerja 

6.6.1 Peralatan kerja siap pakai unit 15   

              6.8 Penyediaan Alat Tulis 
Kantor 

6.8.1 Alat tulis kantor siap pakai jenis 18   

              6.9 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan  

6.9.1 Barang cetakan dan 
fotocopy 

jenis 7   

              6.10 Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/ 
Penerangan Bangunan 
Kantor 

6.10.1 Komponen instalasi listrik 
dan penerangan yang siap 
pakai 

buah 115   

              6.11 Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

6.11.1 Peralatan dan 
perlengkapan kantor siap 
pakai 

jenis 1   

              6.12 Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

6.12.1 Bahan bacaan dan 
perundangan 

bulan 12   

              6.13 Penyediaan Makanan 
dan Minuman 

6.13.1 Makanan dan minuman 
rapat/ tamu yang 
disediakan  

kotak 1,105   

              
 
 
  

6.14 Rapat-rapat Koordinasi 
dan Konsultasi ke Luar 
Daerah/ Dalam Daerah 

6.14.1 Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi yang 
dilaksanakan 

kali 183   

    7 Prosentase sarana dan 
prasarana kantor yang 

100% 7 Program 
Peningkatan Sarana 

7.1 Penyelenggaraan dan 
pengadaan sarana / 
prasarana upacara 

7.1.1 Sarana dan prasarana 
upacara siap pakai 

kali 382   
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siap dan layak 
digunakan 

dan prasarana 
aparatur 

              7.2 Pemeliharaan rutin / 
berkala gedung kantor 

7.2.1 Pemeliharaan gedung 
kantor yang dilaksanakan 

unit 1   

              7.3 Pemeliharaan rutin / 
berkala kendaraan 
dinas /operasional 

7.3.1 Kendaraan dinas yang 
terpelihara 

unit 15   

              7.4 Pendataan dan 
inventarisasi aset 
barang milik daerah 

7.4.1 laporan inventarisasi aset 
barang milik daerah 

bulan 12   

              7.5 Pemeliharaan fasilitas 
umum 

7.5.1 Pemeliharaan fasilitas 
umum yang terlaksana 

kegiatan 2   

              7.6 Penyelenggaraan 
Upacara/ Hari besar 
nasional 

7.6.1 Penyelenggaraan Upacara/ 
Hari besar nasional 

Kali 6   

    8 Prosentase pegawai 
yang bekerja dengan 
disiplin 

100% 8 Program 
peningkatan disiplin 
aparatur 

8.1 Pengadaan pakaian 
dinas beserta 
kelengkapannya 

8.1.1 Jumlah pakaian dinas yang 
siap pakai 

stel 30   

              8.2 Pembinaan rohani dan 
budaya aparatur 

8.2.1 Jumlah pelaksanaan 
pembinaan rohani dan 
budaya aparatur 

kali 1   

    9 Persentase pelayanan 
penilaian dan 
pengembangan 
pegawai 

100% 9 Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

9.1 Penilaian dan 
pengembangan 
pegawai 

9.1.1 Jumlah dukumen 
kepegawaian yang 
disampaikan tepat waktu 

dokumen 50   

    10 Jumlah kegiatan 
informasi 
pembangunan yang 
dilaksanakan dengan 
baik 

2 kali 10 Program Informasi  
Pembangunan 
Daerah 

10.1 Penyelenggaraan 
Pameran/ Pawai 
Pembangunan 

10.1.1 Pawai pembangunan dan 
parade budaya yang 
terlaksana dengan baik 

kali 2   

    11 Prosentase laporan 
kinerja dan keuangan 
yang disajikan dengan 
baik 

100% 11 Prgram peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

11.1 Penyusunan laporan 
capaian kinernja dan 
ikthisar realisasi 
kinerja SKPD 

11.1.1 Laporan capaian kinerja 
dan ikthisar realisasi 
kinerja SKPD 

bulan 12   



38 

 

    12 Prosentase dokumen 
perencanaan yang 
disusun tepat waktu 

100% 12 Program 
perencanaan 
anggaran SKPD 

12.1 Penyusunan anggaran 
SKPD 

12.1.1 Jumlah dokumen 
perencanaan yang 
disajikan dengan baik 

dokumen 5   

              

          Busungbiu, 2 Januari 2020 
 

  

          Camat Busungbiu    

         

  

   

              

          I Gede Putra Aryana,S.Sos.MAP  

          NIP. 197005151993031010    
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REKAP PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020   

           

 BULAN  : DESEMBER 2020         

 UNIT KERJA  : KECAMATAN BUSUNGBIU         

           

NO 

  

PROGRAM KEGIATAN 

DANA DESEMBER KETERANGAN   

PROGRAM Rp KEUANGAN  FISIK  
TOT KI 

KEG     

    RP %  KELUARAN  %     

1 2 3 4 5 6 7 8 9   
                   

I Program Pelayanan   

           
568,094,600  

           
547,067,128  

       
96.30              98.78  

          
97.54      

  Administrasi Perkantoran                

    Penyediaan jasa surat menyurat 
           

138,822,000  
           

138,822,000  
     

100.00      100.00  
        

100.00  BHP Pajak Rokok,   

                
PAD,DAU, DBH 

PPH   
                    

    Penyediaan jasa komunikasi  
             

20,027,300  
             

18,894,420  
       

94.34      100.00  
          

97.17  
BHP PAJAK 

ROKOK,   
    sumber daya air dan listrik           DAU, PAD   
                    

    Penyediaan jasa peralatan dan  
             

82,000,000  
             

81,798,738  
       

99.75      100.00  
          

99.88  BHP Pajak Rokok,   

    perlengkapan kantor           
PAD,DAU, DBH 

PPH   
                    

    Penyediaan jasa pemeliharaan dan 
              

4,000,000  
              

3,251,600  
       

81.29        93.33  
          

87.31  DBH PPH, PAD   

    

perizinan kendaraan dinas/ 
operasional 
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    Penyediaan jasa administrasi 
             

71,400,000  
             

71,226,000  
       

99.76      100.00  
          

99.88  BHP Pajak Rokok,   

    keuangan           
PAD,DAU, DBH 

PPH   
                    

    Penyediaan jasa kebersihan kantor 
             

99,688,600  
             

99,688,600  
     

100.00      100.00  
        

100.00  BHP Pajak Rokok,   

                
PAD,DAU, DBH 

PPH   
                    

    Penyediaan jasa perbaikan  
              

6,000,000  
              

5,975,000  
       

99.58      100.00  
          

99.79  DBH PPH, PAD   
    peralatan kerja           DAU   
                    

    Penyediaan alat tulis kantor 
             

21,973,500  
             

21,973,500  
     

100.00      100.00  
        

100.00  DAU, PAD   
                    
                    

    Penyediaan barang cetakan  
              
9,473,400  

              
8,987,400  

       
94.87      100.00  

          
97.43  BHP Pajak Rokok,   

    dan penggandaan           PAD,DAU   
                    

    Penyediaan komponen instalasi  
              

5,709,800  
              

5,709,800  
     

100.00      100.00  
        

100.00  PAD   
    listrik/penerangan bangunan kantor               
                    

    Penyediaan peralatan dan  
             

10,000,000  
              

9,900,000  
       

99.00      100.00  
          

99.50  DAU   
    perlengkapan kantor               
                    

    Penyediaan bahan bacaan dan 
              
2,400,000  

              
2,400,000  

     
100.00      100.00  

        
100.00  PAD   

    peraturan perundang-undangan               
                    

   Penyediaan makanan dan minuman 
             

51,600,000  
             

49,540,000  
       

96.01        99.55  
          

97.78  BHP Pajak Rokok,   
               PAD,DAU,DBH PPH   
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   Rapat-rapat koordinasi dan  
             

45,000,000  
             

28,900,070  
       

64.22        90.00  
          

77.11  BHP Pajak Rokok,   
    konsultasi ke luar daerah           DAU,PAD   
                   

II Program Peningkatan   

           
182,325,400  

           
177,328,220  

       
97.26        99.69  

          
98.47      

  Sarana & Prasarana                 
  Aparatur                  
                   

   Penyelenggaran dan pengadaan 
             
57,750,000  

             
53,996,000  

       
93.50        98.45  

          
95.97  BHP Pajak Rokok,   

   sarana/ prasarana upacara           PAD   
                   

   Pemeliharaan rutin/berkala Gedung 
             
20,000,000  

             
19,758,000  

       
98.79      100.00  

          
99.40  DAU   

   Kantor               
                   

   

Pemeliharaan rutin/ berkala 
kendaraan 

             
69,800,000  

             
69,763,820  

       
99.95      100.00  

          
95.00  BHP Pajak Rokok,   

   dinas/ operasional           PAD,DAU   
                   

   Pendataan dan inventarisasi aset 
              
4,000,000  

              
4,000,000  

     
100.00      100.00  

        
100.00  BHP Pajak Rokok,   

   barang milik daerah           PAD   
                   

   Pemeliharaan fasilitas umum 
             
13,000,000  

             
12,160,000  

       
93.54      100.00  

          
96.77  BHP Pajak Rokok,   

               DAU   
                   

   Penyelenggaraan upacara/ hari besar  
             
17,775,400  

             
17,650,400  

       
99.30      100.00  

          
99.65  BHP Pajak Rokok,   

   nasional           DAU   
                   
  
 
 
 
                   



42 

 

III Program Peningkatan                              -                              -              
  Disiplin Aparatur                 
   Pengadaan pakaian dinas beserta                            -                              -              
   perlengkapannya               
                   

   

Pembinaan rohani dan budaya 
aparatur                           -                              -              

                   

IV Program Peningkatan    85,075,000 84,980,000 
       

99.89            100.00  
          

99.94      

  
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur               

   

Penilaian dan pengembangan 
pegawai 85,075,000 84,980,000 

       
99.89      100.00  

          
99.94  BHP Pajak Rokok,   

             PAD,   
                 

V Program Peningkatan    3,000,000 2,975,000 
       

99.17            100.00  
          

99.58      
  Pengembangan Sistem                

  
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Penyusunan laporan capaian kinerja 
dan  3,000,000 2,975,000 

       
99.17      100.00  

          
99.58  BHP Pajak Rokok,   

   ikhtisar realisasi kinerja SKPD         DAU,PAD   
                 

VI Program Perencanaan    4,600,000 4,600,000 
     

100.00            100.00  
        

100.00      
  Anggaran SKPD               

   Penyusunan anggaran SKPD 4,600,000 4,600,000 
     

100.00      100.00  
        

100.00  BHP Pajak Rokok,   
             DAU, PAD   

VII Program Informasi   22,150,000 22,150,000 
     

100.00            100.00  
        

100.00      
  Pembangunan Daerah               

   Penyelenggaraan pameran/ pawai  22,150,000 22,150,000 
     

100.00      100.00  
        

100.00  DAU   
    pembangunan             
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VIII Program Koordinasi  16,950,000 16,900,000 
       

99.71      100.00  
          

99.85      

  
Penyelenggaran Pemerin 
tahan Desa/Kelurahan              

   Pembinaan tugas-tugas kepala  4,300,000 4,250,000 
       

98.84      100.00  
          

99.42  BHP Pajak Rokok,   
   desa/ perbekel/ lurah         DAU   
                 

   

Pembinaan penyusunan peraturan 
desa 8,050,000 8,050,000 

     
100.00      100.00  

        
100.00  

BHP Pajak Rokok, 
DAU   

                 
                 

   Pembinaan pelaksanaan administrasi 4,600,000 4,600,000 
     

100.00      100.00  
        

100.00  BHP Pajak Rokok   
   pemerintah desa/ kelurahan             
                 
   Pembinaan inventarisasi kekayaan - -             -               -                   -    BHP Pajak Rokok   
   pemerintah desa             
                 

   

Pembinaan pelaksanaan kegiatan 
pemilu, - -             -               -                   -    BHP Pajak Rokok   

   ideologi, dan kesatuan bangsa             
                 

IX Program Koordinasi  58,430,000 58,355,000 
       

99.87      100.00  
          

99.94      

  

Penyelenggaraan Pening 
katan Pembangunan 
Desa/Kel.              

   Pembinaan lomba  desa/ kelurahan 23,600,000 23,525,000 
       

99.68      100.00  
          

99.84  
BHP Pajak Rokok, 

DAU   
   terpadu             

                 

   

Pelaksanaan musrenbang desa/ 
kelurahan 20,930,000 20,930,000 

     
100.00      100.00  

        
100.00  

BHP Pajak Rokok, 
DAU   

   dan kecamatan             
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   Pendataan dan evaluasi swadaya  - -             -               -                   -        
   murni masyarakat dan proyek masuk             
   desa/ kelurahan             
                  

   Pembinaan lembaga kemasyarakatan 4,600,000 4,600,000 
     

100.00      100.00  
        

100.00  

 
BHP Pajak Rokok, 

DAU   
   desa (LKD) dan kelurahan             

                 

   

Pembinaan penyusunan rencana 
kerja 6,200,000 6,200,000 

     
100.00      100.00  

        
100.00  DBH PPH,   

   pemerintah (RKP) desa         
BHP Pajak Rokok, 

DAU   
                 

   Penyusunan profil kecamatan 3,100,000 3,100,000 
     

100.00      100.00  
        

100.00  
BHP Pajak Rokok, 

DAU   
                 
                 

X Program Koordinasi   133,445,000 133,445,000 
     

100.00      100.00  
        

100.00      

  

Penyelenggaraan 
Peningkatan Linmas 
Trantib              

   Pengamanan dan pengawasan  94,675,000 94,675,000 
     

100.00      100.00  
        

100.00  DBH PPH,PAD   

   peraturan daerah         
BHP Pajak Rokok, 

DAU   
                 

   Pembinaan linmas hansip desa /  - -             -               -                   -        
   kelurahan             
                 

   Pemantauan ketentraman dan 38,770,000 38,770,000 
     

100.00      100.00  
        

100.00  BHP Pajak Rokok,   

   

ketertiban wilayah dan 
penanggulangan          DAU   

   bencana              
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XI Program Koordinasi   

           
126,800,000  

           
126,700,000  

       
99.92      100.00  

          
99.96      

  Penyelenggaraan                 

  

Peningkatan Kesejahte 
raan Sosial Wilayah 
Kecamatan                

   

Pembinaan dan koordinasi 
pelaksanaan pelestarian adat dan 
budaya wilayah Kecamatan         116,600,000  

           
116,500,000  

       
99.91      100.00  

          
99.96  DBH PPH,PAD   

             
BHP Pajak Rokok, 

DAU   
                 

   Pembinaan pemuda dan olah raga &                           -                              -                -               -                   -        

   

lembaga sosial kemasyarakatan 
wilayah                

   kecamatan               

   Pembinaan pelaksanaan lomba  
              

5,600,000  
              

5,600,000  
     

100.00      100.00  
        

100.00  BHP Pajak Rokok   

   

kesejahteraan sosial wilayah 
kecamatan               

   Pembinaan pelayanan penyandang  
              

4,600,000  
              

4,600,000  
     

100.00      100.00  
        

100.00  
BHP Pajak Rokok, 

PAD   
   masalah kesejahtraan sosial wilayah    .           
   kecamatan              

  
Peningkatan Pelayanan 
Umum                 

   Pembinaan kebersihan dan 
              

5,400,000  
              

5,400,000  
     

100.00      100.00  
        

100.00  BHP Pajak Rokok,    
   lingkungan hidup           DAU   

                   

   Pembinaan pelayanan masyarakat  
             

96,130,000  
             

96,130,000  
     

100.00      100.00  
        

100.00  
BHP Pajak Rokok, 

DAU   
   dan perijinan           PAD, DBH PPH   

                   

   Pembinaan dan pendataan obyek  3,100,000 
              

3,050,000  
       

98.39      100.00  
          

99.19  BHP Pajak Rokok,    
   pendapatan daerah           PAD   
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    TOTAL KINERJA KEGIATAN 
    
1,305,500,000.00  

    
1,279,080,348.00  

       
97.98              99.86  

          
98.92      

                

           

  Busungbiu, 30 Desember 2020              

  Camat Busungbiu,   

           

   

  

      

             

           

  I Gede Putra Aryana, S.Sos, MAP   

  NIP. 19700515 199303 1 010   
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PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  

TAHUN 2020  

          

Nama Instansi : Kecamatan Busungbiu          

          

No Sasaran Indikator Sasaran Satuan 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
Sasaran 

(TARGET) 

Realisasi 

Persentase 
Pencapaian 

Rencana 
Capaian 

Keterangan 

 
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan kecamatan  

Persen 85 95         111.70  

   
b. Jumlah Desa yang Lingkungannya Bersih 

dan Asri 
  

Desa 15 15         100.00  

   
2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
a. % Desa yang Administrasi 

Pemerintahannya Baik 
  

Persen 90 85           89.40  

   
b. Jumlah Desa yang Inventarisasi Asetnya 

Baik 
  

Desa 15 12         100.00  

   
3 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan 
a. % Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan Desa 
  

Persen 90 88,8           98.60  

   
b. Jumlah (Rp) Swadaya Masyarakat dalam 

Pembangunan Desa 
  

Rupiah 26.000.000.000 26.902.785.386         103.40    

 
4 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial a. Jumlah Lembaga Adat, Sekaa/ Sanggar 

Seni yang Berprestasi 
  

Lembaga/ 
sekaa 

5 1           20.00  

   
b. Jumlah Organisasi/ Kelompok 

Kepemudaan yang Aktif 
  

Organisasi/ 
kelompok 

5 4           80.00  

   
c. Jumlah PMKS Kecamatan Orang 550 563           98.00  
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5 

 
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban 
Wilayah 

 
a. 

 
% Laporan Gangguan Ketentraman, 
Ketertiban dan Bencana Alam yang 
Ditindaklanjuti 

 
Laporan 

 
100 

 
100 

         
100.00  

   
b. Jumlah Linmas Desa yang Aktif Orang 525 490           93.33  

   

Total Realisasi Sasaran 
    

          90.40  
   

       

 

  

          

      Busungbiu, 4 Januari 2021  

      Camat Busungbiu,  

      

 

   

       

 

  

          

      I Gede Putra Ariana,S.Sos.MAP  

      NIP. 197005151993031010  
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PENGUKURAN PENCAPAIAN PROGRAM  
TAHUN 2020  

        
URUSAN   : KEWILAYAHAN       
SKPD        : KECAMATAN BUSUNGBIU     Form PPP  

        

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET / 
RENCANA 

REALISASI 
% 

PENCAPAIAN 
TARGET 

 

1 2 3 4 5 6 7  
               
1 Program Koordinasi Penyelenggaran  - Terselenggaranya tugas-tugas perbekel Kali 2 2 100  

  Pemerintahan Desa/ Kelurahan - Meningkatnya pemahaman tentang penyusunan peraturan desa Desa 15 15 100  
    - Terselenggaranya administrasi pemerintahan desa Desa 15 15 100  

    
- Meningkatnya pemahaman penyusunan inventarisasi kekayaan 
desa Desa 15 15 100  

    - Terselenggaranya pemilu dengan lancar Desa 15 15 100  
               
2 Program Koordinasi Penyelenggaraan  - Terbinanya desa/ kelurahan yang mewakili lomba desa Desa 2 2 100  

  
Peningkatan Pembangunan Desa/ 
Kelurahan - Terakomodasinya usulan pembangunan masyarakat Dokumen 16 16 100  

    - Tersedianya data swadaya murni dan proyek masuk desa Desa 15 15 100  
    - Terbinanya kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa 15 15 100  
    - Tersedianya informasi rencana kerja pembangunan desa Desa 15 15 100  
    - Tersedianya data profil kecamatan Buku 1 1 100  
               
3 Program Koordinasi Penyelenggaraan  - Terlaksananya pengawasan peraturan daerah Desa 15 15 100  
  Peningkatan Linmas Trantib - Meningkatnya kapasitas linmas/hansip Desa 15 15 100  

    
- Terbinanya ketentraman dan ketertiban wilayah dan 
penanggulangan bencana Desa 15 15 100  

               
4 Program Koordinasi Penyelenggaraan  - Terselenggaranya pembinaan pelestarian adat dan budaya Kegiatan 5 5 100  
  Peningkatan Kesejahteraan Sosial - Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dan olah raga Desa 15 15 100  
    - Meningkatnya kapasitas kader pemberdayaan dan kesehatan desa 15 15 100  

    - Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan terhadap PMKS  Desa 15 15 100  
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5 Program Koordinasi Penyelenggaraan  - Terbinanya kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup Desa 15 15 100  
  Peningkatan Pelayanan Umum - Terselenggaranya tertib administrasi dan perijinan Desa 15 15 100  
    - Terbinanya obyek pendapatan daerah Desa 15 15 100  

        

        

   Busungbiu, 4 Januari 2020   

   Camat Busungbiu,   

        

   

 

    

    

 

   

   I Gede Putra Ariana,S.Sos.MAP   

   NIP. 197005151993031010   

      
 


